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Abstract

This study aims to analyse the decision of the Third Indonesian Fatwa
Commission of Ulema regarding the use of voting rights in general
elections, taking into account the views of contemporary ulema on
election law. In addition, this study also aims to examine the extent to
which participation in elections can benefit society. This study uses a
qualitative approach with a library research method. The data
analysed is qualitative and examined through a normative approach,
reinforced by comparative and conceptual approaches. Data analysis
is conducted qualitatively using a deductive method to draw
conclusions based on relevant general principles. The results of the
study by the Indonesian Ulema Council's Fatwa Commission Il state
that exercising the right to vote in elections is a religious responsibility
and moral obligation for Muslims. In a democratic system such as
Indonesia's, the act of electing leaders is considered a manifestation of
amar makruf nahi munkar (enjoining what is good and forbidding what
is evil) and an active role in safeguarding the common interest.
Therefore, choosing not to participate in elections without a valid
religious justification is haram. It is clear that the legal grounds used by
the MUI are consistent with the criteria for selecting leaders, which
require them to be faithful and God-fearing, honest (siddiq),
trustworthy (amanah), active and aspirational (tabligh), capable
(fathonah), and committed to advocating for the interests of the
Muslim community. This fatwa explicitly states that exercising the right
to vote in elections is a moral and religious obligation with legal
implications, particularly in selecting candidates who are just, honest,
and committed to the welfare of the community.

Abstrak
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keputusan /jtima’ ulama
komisi fatwa se-indonesia Il terkait penggunaan hak pilih dalam
pemilihan umum, dengan mempertimbangkan pandangan para ulama
kontemporer mengenai hukum pemilu. Selain itu, penelitian ini juga
bertujuan untuk mengkaji sejauh mana ikut serta dalam pemilu dapat
memberikan  kemaslahatan bagi ~masyarakat. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan
(library research). Data yang dianalisis bersifat kualitatif dan dikaji
melalui pendekatan normatif, serta diperkuat dengan pendekatan
komparatif dan konseptual. Analisis data dilakukan secara kualitatif
dengan menggunakan metode deduktif untuk menarik kesimpulan
berdasarkan prinsip-prinsip umum yang relevan. Hasil penelitian
Keputusan ljtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ill bahwasanya
menggunakan hak pilih dalam pemilu merupakan tanggung jawab
keagamaan dan kewajiban moral bagi umat Islam. Dalam sistem
demokrasi seperti di Indonesia, tindakan memilih pemimpin dianggap
sebagai wujud pelaksanaan amar makruf nahi munkar serta peran aktif
dalam menjaga kepentingan bersama. Oleh karena itu, memilih untuk
tidak berpartisipasi dalam pemilu tanpa alasan yang dibenarkan secara
syar’i adalah haram. Maka terlihat jelas bahwa beberapa
dalil/landasan hukum yang dipakai oleh MUl sudah sesuai dalam
penetapan kriteria pemimpin bahwasanya dalam memilih pemimpin
itu harus yang beriman dan bertakwa, jujur (siddig), terpercaya
(amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan
(fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam, Fatwa ini
secara tegas menyatakan bahwa menggunakan hak pilih dalam pemilu
merupakan kewajiban moral, terutama dalam memilih calon
pemimpin yang adil, jujur, serta memiliki komitmen terhadap
kemaslahatan umat.

@ OSO)  This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How tocite: Andi Ramadan Dani, Syandri, Sulkifli Herman. “Analisis Keputusan ljtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-
Indonesia Il Tentang Penggunaan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum”, AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol.
2, No. 3 (2025): 826-850. doi: 10.36701/fikrah.v2i3.2613.

PENDAHULUAN

Demokrasi dan pemilihan umum (Pemilu) adalah dua unsur yang saling terkait
dan tidak bisa dipisahkan dalam sistem pemerintahan negara demokratis seperti
Indonesia.! Pemilihan umum adalah salah satu unsur penting dalam proses sekaligus
cerminan hasil dari suatu sistem demokrasi.? Demokrasi mengajarkan bahwa kekuasaan
berasal dari rakyat. Dengan prinsip tersebut, rakyat memiliki peran dalam membentuk
aturan yang berpihak pada kepentingan mereka serta menjamin perlindungan atas hak-
haknya. Untuk mewujudkan hal itu, dibutuhkan kesepakatan bersama dalam bentuk
peraturan yang menjadi landasan utama dalam kehidupan bernegara. Aturan dasar
semacam ini dikenal dengan sebutan konstitusi.’

Friska Ayu Angraini, "Dinamika Politik Pemilu Dalam Bingkai Demokrasi Menurut Perspektif
Hukum Islam." Jurnal Studi Hukum Modern 6, no. 4 (2024): h. 14.

’Farahdiba Rahma Bachtiar, "Pemilu Indonesia: kiblat negara demokrasi dari berbagai
refresentasi." Jurnal Politik Profetik 2 No. 1 (2014): h. 7.

3Cora Elly Novianty, “Demokrasi dan Sistem Pemerintahan”, Jurnal Konstitusi 9 no. 2 (2013): h.
334.
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Pemilihan kepala negara merupakan hal yang esensial dalam Islam dan menjadi
kebutuhan yang terus relevan sepanjang masa. Dinamika perubahan sosial turut
memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal kepemimpinan. Pada
masa awal Islam, sistem kepemimpinan berbentuk kekhalifahan, musyawarah ahl al-hall
wa al-‘aqd, istikhlaf (pelimpahan kekuasaan). Namun, seiring perkembangan zaman,
sistem tersebut telah bergeser menjadi bentuk negara modern. Pada awalnya, pemilihan
khalifah dilakukan melalui musyawarah dalam majelis syura berdasarkan kesepakatan
para sahabat. Sementara itu, dalam sistem negara modern seperti kepala negara dipilih
oleh Kerajaan (sistem warisan), demokrasi (pemilihan umum) dan kemudian disahkan
melalui pemungutan suara langsung oleh seluruh rakyat.* Padahal Indonesia juga
merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia.®

Sebagian besar warga Indonesia menganut agama Islam, dan keyakinan ini
seharusnya turut membimbing mereka dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam
menentukan pilihan pemimpin.6 Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan wujud pelaksanaan
kedaulatan rakyat yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali,
dan hingga tahun 2025, Indonesia telah melaksanakan Pemilu sebanyak 13 kali sejak pertama
kali diadakan pada tahun 1955.”

Kelompok yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilih atau golput kerap
dipandang sebagai hambatan dalam berlangsungnya proses demokrasi di suatu negara.
Salah satu indikator penting dalam menilai dinamika demokrasi adalah adanya
partisipasi politik yang luas serta pemberian otonomi penuh kepada seluruh elemen
masyarakat. Partisipasi politik yang tinggi akan memperkuat legitimasi terhadap
pemimpin yang terpilih. Dalam konteks ini, tingginya angka golput memberikan dampak
yang signifikan terhadap keberlangsungan demokrasi, baik dalam pemilihan kepala
daerah (Pilkada) maupun pemilihan umum (Pemilu).?

Melihat fenomena golput yang telah diuraikan sebelumnya, muncul berbagai
pandangan mengenai status hukum golput, baik dari sisi konstitusional maupun hukum
agama. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) diminta oleh sejumlah pihak untuk
mengeluarkan fatwa terkait hukum golput. MUI dipandang sebagai lembaga resmi umat
Islam yang memiliki otoritas dalam menyampaikan pandangan hukum Islam terhadap
berbagai persoalan yang dihadapi umat, termasuk pemilu yang dianggap sebagai sarana
penting dalam memilih pemimpin.

“Ines Wulandari, “Analisis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam perspektif
Hukum Islam”, Skripsi (Lampung: Fak. Syariah Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung , 2017), h. 4.

SKhairul Kurniawansyah, dkk., "Tinjauan Al-Qur’an Dan Hadits Sahih Terhadap Pemilihan Umum
di Indonesia,” h. 1895.

5Sodikin, "Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam,” Ahkam: Jurnal llmu Syariah 15, no. 1 (2019):
h. 59.

7Abdul Hakam Sholahuddin, dkk., Hukum Pemilu di Indonesia (Serang: Carenang, 2023), h. 1.

8Dewi Nur Sinta Sugiana, “Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Menekan Angka Golput Pada
Pilkada Jember 2020 Perspektif Figh Siyasah Dusturiyah”, Skripsi (Jember: Fak. Syariah Institut Agama
Islam Negeri Jember, 2020), h. 13.
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Berdasarkan tujuan serta upaya yang tercantum dalam Anggaran Dasarnya, MUI
akhirnya menetapkan fatwa mengenai penggunaan hak pilih dalam pemilihan umum.
Fatwa ini dikeluarkan melalui forum ljtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia Il
yang berlangsung pada 23-26 Januari 2009 di Padang, Sumatera Barat.’

Namun, fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tersebut menimbulkan beragam
tanggapan dari berbagai kalangan, baik yang mendukung maupun yang menolak.
Perbedaan pandangan ini muncul karena isi fatwa dianggap bertentangan dengan
prinsip-prinsip demokrasi yang dianut oleh negara, di mana hak memilih dalam pemilu
atau pilkada merupakan hak setiap warga negara. Sementara itu, fatwa MUl menyatakan
bahwa pemilu adalah suatu kewajiban, dan seluruh proses yang terkait dengannya,
termasuk penggunaan hak pilih, juga termasuk bagian dari kewajiban tersebut. Dengan
demikian, terdapat ketidaksesuaian antara substansi fatwa dan prinsip konstitusional
dalam sistem demokrasi Pancasila.

Dari penjelasan di atas penulis akan menganalisis fatwa terhadap keputusan MUI
tersebut. Sebagaimana judul peneliti “Analisis Keputusan /jtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-
Indonesia Il tentang Penggunaan Hak Pilih Dalam Pemilihan Umum”, yang tertuang
dalam situs fatwamui.com!® Fokus penelitiannya adalah bagaimana pandangan ulama
terkait pemilu secara umum dan apa yang menjadi istinbat hukum yang mendasari
kemunculan fatwa tersebut. Sehingga penelitian ini diharapkan memberi pertimbangan
lain atas fatwa MUI yang telah menimbulkan pro dan kontra ini sehingga fatwa ini bisa
dipandang dan didudukkan secara proporsional.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang menggunakan
metode kajian pustaka (library research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan
menelaah berbagai sumber literatur, kemudian menarik kesimpulan setelah
menganalisis data menggunakan metode analisis isi.'

Sumber data terdiri dari Fatwa, Al-Qur’an, hadis, buku, artikel ilmiah, dan sumber
pustaka lainnya. Data yang digunakan adalah data kualitatif. Pendekatan yang digunakan
adalah pendekatan normatif yaitu metode pengumpulan data melalui studi pustaka atau
dokumen yang berkaitan dengan penggunaan hak pilih dalam pemilihan umum.
Dokumen yang dimaksud mencakup Fatwa, Al-Qur’an, hadis, kitab-kitab ulama, karya-
karya ilmiah, serta buku yang relevan dengan masalah tersebut.!> sehingga bisa
mengetahui secara lebih mendalam mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji terkait pemilihan umum dan
golput di antaranya adalah skripsi analisis fikih siydsah terhadap strategi komisi
pemilihan umum dalam menekan angka golongan putih pada pemilihan umum legislatif

%“Penggunaan Hak Pilih Dalam Pemilihan Umum”, Situs Resmi Fatwamui.com,
https://fatwaMUl.com/2009/23/01/penggunaan-hak-pilih-dalam-pemilihan-umum/ (23 Januari 2009).

Ypenggunaan Hak Pilih Dalam Pemilihan Umum”, Situs Resmi Fatwamui.com,
https://fatwaMUl.com/2009/23/01/penggunaan-hak-pilih-dalam-pemilihan-umum/ (23 Januari 2009).

suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum Filsafat Teori dan Praktik, (Cet. II;
Depok: Rajawali Pres, 2018), h. 128.

2Muhammad Igbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta:
Ghia Indonesia, 2002), h. 82.
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tahun 20193 yang ditulis oleh M.Rausyan Fikri, juga jurnal golput dalam perspektif fikih
siyasah (studi kasus pemilihan gubernur jambi tahun 2020)'* yang ditulis oleh Khairul
Kurniawansyah, dan skripsi hukum golput dalam pemilu menurut fatwa MUI dan Al
Irsyad®® yang ditulis oleh Miftahurrazikoh. Penelitian yang dilakukan oleh M. Rausyan
Fikri, Khairul Kurniawansyah, dan Miftahurrazikoh membahas persoalan golput dalam
pemilu dari sudut pandang fikih siyasah. Ketiganya sepakat bahwa tindakan golput tidak
mencerminkan tanggung jawab politik yang diajarkan dalam Islam, karena memilih
pemimpin merupakan bagian dari kewajiban moral umat dalam menjaga kemaslahatan.

Meskipun penelitian tersebut telah membahas tentang pemilu dan golput,
namun isi kajian tersebut tidak membahas pendapat para ulama mengenai ikut serta
dalam pemilu. Adapun penelitian ini akan menganalisis isi fatwa ijtima’ ulama tersebut
beserta pendapat para ulama terkait hukum pemilu.

Penelitian ini penting dalam menambah wawasan pengetahuan terkait istinbat
hukum serta menganalisis keputusan /jtima’ ulama komisi fatwa se-indonesia Ill tentang
penggunaan hak pilih dalam pemilu, khususnya pada permasalahan hukum ikut serta
dalam pemilu, sehingga kaum muslimin dapat menerapkannya dengan ilmu dan penuh
pertimbangan ilmiah. Selain itu dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat
dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan jelas, sehingga segala bentuk
keraguan atau kebingungan mengenai hukum siyasah (politik) terkait masalah tersebut
dapat dihilangkan.

PEMBAHASAN

Fatwa Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Fatwa
Fatwa secara bahasa adalah al-Ifta’ (ili.;}“) merupakan masdar (kata dasar) dari
fi'il afta (251). Dikatakan: aftd - yufti - ifta’an (263) - G - (&80).16 Secara istilah fatwa adalah
bayan al-hukm al-Syar‘T(Q;}iJ! p&?t-" 5s) yang artinya penjelasan tentang hukum syariat
Islam.t’
Definisi fatwa menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu jawaban berupa
keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti/ahli tentang suatu masalah.*®
2. Kedudukan Fatwa Dalam Islam

13M.Rausyan Fikri, “Analisis Figh Siyasah Terhadap Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam
Menekan Angka Golongan Putih Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 (Studi di Komisi Pemilihan
UmumKota Bandar Lampung)”, Skripsi (Lampung: Fak. Hukum Tatanegara UIN Raden Intan, (2020).

14K hairul Kurniawansyah, dkk., “Tinjauan Al-Qur’an dan Hadis Sahih Terhadap Pemilihan Umum
di Indonesia”, Jurnal Intellectuals 5 no. 2 (2024).

BMiftahurrozikoh, “Hukum Golongan Putih (GOLPUT) dalam Pemilu Menurut Fatwa MUI dan
Fatwa Al Irsyad”, Skripsi (Surabaya: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel (2020).

1Khalid bin Musa‘id bin Muhammad ar-Ruwaiti, At-Tamadhhub (Dirasah Nazariyyah
Nagdiyyah), Juz 1 (Cet. |; Riyad: Dar at-Tadmuriyyah, 1434 H/2013 M), h. 1239.

Muhammad bin Husayn bin Hasan al-Jizani, Ma‘alimu Usali al-Fighi ‘inda Ahlis-Sunnati wa al-
Jama‘ah, Juz. 5 (Cet. I; Riyad: Dar lbn al-Jawzi, 1427 H/2006 M), h.504.

8Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia (Cet. II; Jakarta: Pusat Bahasa,
2008 M), h. 240.
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Hukum memberikan fatwa pada dasarnya adalah mubah (boleh). Hal ini

dibuktikan dengan adanya riwayat bahwa para sahabat radhiyallahu 'anhum

memberi fatwa kepada masyarakat; di antara mereka ada yang banyak memberi
fatwa dan ada pula yang sedikit. Begitu pula halnya dengan para tabi'in, tabi'ut
tabi'in, dan generasi setelah mereka.

Dengan demikian, kehadiran para ulama sebagai rujukan tempat bertanya dan
memperoleh bimbingan keagamaan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi
masyarakat, serta para mufti yang memiliki otoritas untuk memberikan fatwa yang
dibutuhkan oleh masyarakat. sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S Al-Nahl/43: 16:

Y iTec af 080k, &4 ot 3. <
O3al5 ¥ 2By S AT gkes

Terjemahnya:
Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak

mengetahui.?°
Nabi saw. juga bersabda:

2 g o 2las GB optlz 43100
Artinya:

Mengapa mereka tidak bertanya ketika tidak mengetahui, sesungguhnya

obat bagi kebodohan adalah bertanya. Hadis ini Sahih dan diriwayatkan

oleh Abu Dawud dalam Sunan Abi Dawiid, no. 336 (kitab taharah)

Berkata al-Syatib1 rahimahullah berkata: Sesungguhnya seorang mugqallid (orang
awam yang mengikuti fatwa ulama) apabila menghadapi suatu permasalahan agama,
maka tidak dibenarkan baginya secara syar‘i untuk diam, melainkan wajib baginya untuk
bertanya mengenainya secara umum (yakni menanyakan hukumnya kepada ahlinya).??
Adapun seorang mufti, sejatinya adalah orang yang memiliki ilmu mendalam mengenai
permasalahan yang ia fatwakan, berdasarkan kajian yang mendalam (ta’sis), bukan
sekadar mengikuti pendapat orang lain (taglid). la juga harus memiliki kemampuan dalam
melakukan kajian kritis, kemampuan untuk melakukan tarjih (memilih pendapat yang
lebih kuat), serta kapasitas untuk melakukan ijtihad mandiri terhadap pendapat-pendapat

¥Muhammad bin Husayn bin Hasan al-Jizani, Ma‘alimu Usali al-Fighi ‘inda Ahlis-Sunnati wa al-
Jama‘ah, Juz. 5 (Cet. I; Riyad: Dar lbn al-Jawzi, 1427 H/2006 M), h.505.

Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf
AlQur’an, 2019 M), h. 272.

ZIAbxa Dawid Sulaiman bin al-Ash‘ath al-Azdi as-Sijistani, Sunan Abi Dawid, Juz. 1 (Cet. |; Suriah:
Dar ar-Risalah al-‘Alamiyyah, 1430 H/2009 M), h. 252.

22S3°d bin Nasir bin ‘Abd al-‘Aziz asy-Syathri, Al-Qawa‘id al-Usaliyyah wa al-Fighiyyah al-
Muta‘alligat bi al-Muslim Ghayr al-Mujtahid, Juz. 2 (Cet. |; Saudi: Dar Kuntz Isybiliyya li an-Nasyr wa at-
Tawzi, 1432 H/2011 M), h. 17.
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para ulama terdahulu, bukan semata-mata menukil atau meriwayatkan berbagai
pendapat yang ada.?3

Di antara syarat seorang mufti adalah harus mengetahui ilmu fikih, baik secara usul
maupun furu’ (cabang), termasuk perbedaan pendapat dan mazhab. la juga harus
memiliki kemampuan ijtihad yang sempurna, serta memahami hal-hal yang diperlukan
dalam proses istinbat hukum, seperti ilmu nahwu, bahasa Arab, ilmu rijal (rawi-rawi), serta
tafsir terhadap ayat-ayat hukum dan hadis-hadis yang berkaitan dengannya.?*

Hukum Pemilu

1. Pengertian pemilu

Pemilihan Umum, yang lebih dikenal dengan istilah Pemilu, berdasarkan Pasal 1

angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, merupakan
sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilu diselenggarakan secara langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,
dengan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UU Pemilu No. 7 Tahun 2017).2°> Lembaga pemilihan umum juga
merupakan perangkat norma yang mengatur proses penyaluran hak demokratis
rakyat.2®

2. Pendapat para ulama tentang pemilu
a) Fatwa al-Lajnah al-Daimah:

Hasss o U516 e 88 e el o ali O sl ek w35 O el 32
\N;cJ&’;\9,&ééﬁﬁéﬁgswéfwjg%ﬁmg\@}%

Q/T

T\

Sy st BT G5 & U000 O5h3 (Ol 345 (Gnaltdd) G de mB5 3 O

Vi;.\ ol s uu\ A) s S 10505 YY) ax 2y JECU N S ks* )
TS By g B Y Copla 3 V) A0 60 G kel 185 06 e YT B
Artinya:

Tidak diperbolehkan bagi seorang Muslim mencalonkan dirinya dengan tujuan
agar ia dapat bergabung dalam struktur pemerintahan yang berhukum dengan

Blajnah  al-Ifta’, Fatawa al-Shabakah al-Islamiyyah  (Qatar: Doha, 2009), h.1.
http://www.islamweb.net (18 November 2009).

24Syamsuddin al-Mardini, Al-Anjum al-Zahirat ‘ala Hall Alfaz al-Waragqat, Juz 1 (Cet. I; Riyad:
Maktabah ar-Rusyd, 1416 H/ 1996 M), h. 242.

ZAbdul Hakam Sholahuddin, dkk., Hukum Pemilu Di Indonesia (Banten: Carenang 2023), h. 1.

26pjdik Sukriono, "Menggagas sistem pemilihan umum di Indonesia." Jurnal Konstitusi 2 No. 1
(2009): h. 17

27Al-Lajnah al-Daimabh li al-Buhas al-‘llmiyah wa al-Iftd’, Fatawa al-Lajnah al-Daimah al-Majmi’ah
al-Ula, Juz. 23 (Riyadh: Idarah al-‘Ammah li al-Tib’, 1390 H/1971 M), h. 406-407.
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selain apa yang telah Allah turunkan, dan yang tidak menjalankan syariat Islam.
Maka, tidak diperbolehkan pula bagi seorang Muslim untuk memilihnya atau
memilih orang lain yang bekerja dalam pemerintahan semacam itu, kecuali
apabila orang yang mencalonkan diri itu adalah seorang Muslim, dan para
pemilihnya juga Muslimin, yang mengharapkan melalui pencalonan itu mereka
bisa mengubah sistem pemerintahan menjadi pemerintahan yang menjalankan
syariat Islam, dan mereka menjadikan langkah itu sebagai sarana untuk
mengalahkan sistem pemerintahan yang ada. Dengan syarat, setelah berhasil
masuk ke dalam pemerintahan, ia hanya bekerja pada posisi-posisi yang tidak
bertentangan dengan syariat Islam.
b) Pendapat Syekh Muhammad Nasir al-Din al-Albani (1914 1999)

QSERUCHERCS o PO ERR AV IEILI MG L;s 8 Gadtd) B Jeds &

Jsodlls Ws COIIEIEE: B o5 o) Sl Sk By (b

£0%

el 1525 el e Ao 18) 2l 5 2 T e B ceadd )
’°"\&5b\ W\ov&w\MJ}MCF\ "°/UU§J4\}L.AJ.§““)/?U,43
Galetd) ias 22 W o %5 o 2b I ki SUIG i WG S e o

.
i af
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Artinya:

Kami katakan kepada kaum muslimin secara umum di negara mana pun mereka
berada: jika negara yang berkuasa menerapkan sistem ini sistem pemilihan
umum dan para pemilik partai serta pemikiran berlomba-lomba mencalonkan
diri untuk meraih kursi parlemen sebanyak mungkin bagi partai atau kelompok
mereka, maka apabila ada sebagian kaum Muslimin yang mencalonkan diri,
meskipun kami menasihati mereka agar tidak melakukannya, kami memiliki sikap
lain, yaitu kami katakan: kaidah fikih menyatakan, 'Apabila seorang Muslim
berada di antara dua keburukan (mafsadat), maka ia memilih yang lebih ringan
keburukannya. Parlemen akan tetap berdiri dengan segala kekurangan dan
keburukannya, baik kita kaum Muslimin menghendakinya atau tidak.
c) Pendapat Syekh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin 'Abdur-Rahman bin Baz (1912-1999)
Yang disebarluaskan dalam majalah Liwaul Islam edisi 3 bulan Dzulga’dah 1409
/Juni 1989. Syekh Manna’ al-Qathan menukil dari majalah tersebut dalam kitab beliau
“Muqu’at Tathbiq Asy Syari’‘ah Al Islamiyah”. Dalam fatwa ini Syekh Ibnu Baz menjawab
pertanyaan seorang penanya tentang hukum syar’i mengenai perwakilan rakyat di
parlemen juga tentang pencoblosan surat suara dengan niat untuk memilih sebagian

28Shadi bin Muhammad bin Salim al-Nu‘man, Jami’ Turath al-‘Alldmah al-Albani fi al-Manhaj wa
al-Ahdath al-Kubra, Juz 1 (Cet. |; San'a: Markaz al-Nu‘man li al-BuhGth wa al-Dirasat al-Islamiyah wa Tahqiq
al-Turath wa al-Tarjamah, 1432 H/2011 M), h. 235-236.
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ikhwah dan da’i Islam yang masuk ke parlemen. Syaikh Abdul Aziz bin Baz pun menjawab
dengan mengutip sabda Nabi saw.:

%0

L 4 " s P
P L L s L5 (oL JusYI
Artinya:

Sesungguhnya setiap amal itu disertai niat, dan setiap amal itu tergantung niatnya
Oleh karena itu tidak mengapa masuk ke parlemen jika maksudnya untuk
menyokong kebenaran, dan tidak menyetujui kebatilan. Karena jika demikian adanya,
maka hal tersebut termasuk pembelaan terhadap kebenaran, dan bersatu padu dengan
para da’iilallah. Dengan demikian juga tidak mengapa mencoblos surat suara Pemilu yang
membantu untuk memenangkan para da’i yang shalih, serta membantu menyokong

kebenaran dan para pembelanya. Wallahul muwaffig.3°

d) Pendapat Syekh Muhammad bin Salih bin Muhammad al-‘Utsaimin (1929-2001)
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Apa hukum pemilihan umum vyang diselenggarakan di Kuwait, mengingat
sebagian besar dari kalangan Islamis dan para dai yang ikut serta di dalamnya
justru mengalami fitnah dalam agama mereka? Dan bagaimana pula hukum
pemilihan umum tingkat suku (pemilu berbasis kesukuan) yang juga ada di sana,
wahai Syaikh? Saya berpendapat bahwa pemilu itu wajib. Kita harus memilih
orang yang kita lihat ada kebaikan padanya. Karena jika orang-orang baik bersikap
pasif, siapa yang akan menggantikan mereka? Orang-orang jahat, atau orang-
orang pasif yang tidak punya prinsip tidak baik dan tidak buruk hanya mengikuti

Aba Zakariyyd Muhyiddin Yahya bin Syaraf an-Nawawi, Al-Arba‘in an-Nawawiyyah, (Cet. I;
Lubnan: Dar al-Minh3j li an-Nasyr wa at-Tawzi‘, 1430 H/2009 M), h. 46.

30Hykum Pemilu, Fatwa-Fatwa Para Ulama, https://muslim.or.id/2014/07/01/-hukum-pemilu-
pilpres-2-fatwa-fatwa-para-ulama.html/ (01 Juli 2014).

3'Muhammad bin Salih bin Muhammad al-‘Uthaymin, Liqa’ al-Bab al-Maftih, Juz. 211 (‘Unaizah:
Islamweb.net, 1421 H/2000 M), h. 13.

834 | Andi Ramadan Dani, Syandri, Sulkifli Herman
Analisis Keputusan Ijtima’ Ulama Tentang Penggunaan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum


https://muslim.or.id/2014/07/01/-hukum-pemilu-pilpres-2-fatwa-fatwa-para-ulama.html/
https://muslim.or.id/2014/07/01/-hukum-pemilu-pilpres-2-fatwa-fatwa-para-ulama.html/

e m— AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam
AL-FIKRAH Vol. 2, No. 3 (2025): 826-850

JURNAL

KAJIAN ISLAM doi: 10.36701/fikrah.v2i3.2613

siapa saja yang bersuara. Maka kita harus memilih siapa yang kita pandang
sebagai orang saleh. Jika ada yang berkata: Kami sudah memilih seseorang, tetapi
mayoritas anggota dewan bertentangan dengannya, maka kita katakan: tidak
mengapa. Jika Allah memberi keberkahan kepada orang tersebut dan ia
mengucapkan kalimat kebenaran dalam dewan itu, maka kalimat itu pasti akan
berdampak. Tetapi yang kurang dari kita adalah kejujuran kepada Allah. Kita
terlalu bergantung pada hal-hal yang bersifat materi dan lahiriah.

Perlu juga diketahui bahwa pendapat syekh Muhammad bin Salih bin
Muhammad al-‘Utsaimin memberikan fatwa tersebut untuk negara Kuwait, jawaban dari
fatwa tersebut sesuai dengan pertanyaan yang diajukan dan tidak menunjukan akan
keumuman fatwa tersebut sehingga fatwa tersebut tidak bisa kita pakai di setiap negara
manapun akan tetapi fatwa tersebut khusus dengan keadaan di negara Kuwait.

e) Pendapat Syekh Yasuf bin ‘Abdullah al-Qardawr:
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Artinya:
Pemilu adalah bentuk dari persaksian: Apabila kita memperhatikan sistem seperti
pemilihan umum atau pemungutan suara, maka dalam pandangan Islam, hal
tersebut merupakan bentuk persaksian (syahadah) atas kelayakan seorang calon
(untuk jabatan atau amanah publik). Karena itu, setiap pemilih wajib memiliki

32ygsuf bin ‘Abdullah bin ‘All al-Qardawi, Min Figh al-Dawlah fi al-Islam: Makénatuha,
Ma‘alimuha, Tabi‘atuha, (Cet. I; Mesir: Dar al-Shuriiq, Madinat Nasr, 1417 H/1997 M), h. 138-139.
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kriteria sebagaimana yang disyaratkan bagi seorang saksi, yakni adil dan terpuiji
perilakunya. Sebagaimana firman Allah Ta‘ala: "Dan persaksikanlah dengan dua
orang yang adil di antara kalian." (QS. ath-Thalaq: 2) "(Ambillah persaksian) dari
orang-orang yang kalian ridhai dari para saksi." (QS. al-Bagarah: 282) Namun
demikian, dalam konteks pemilu, kita dapat memberikan kelonggaran terhadap
sebagian syarat keadilan sesuai dengan kondisi masyarakat, agar sebanyak
mungkin warga negara dapat berpartisipasi dalam memberikan suara (yang dalam
pandangan syar‘i adalah bentuk persaksian). Yang dikecualikan hanyalah mereka
yang secara hukum telah terbukti melakukan kejahatan yang mencemarkan
kehormatan, atau semacamnya. Adapun seseorang yang memberikan suara
(persaksian) kepada calon yang tidak layak, dengan menganggapnya layak, maka ia
telah melakukan dosa besar berupa kesaksian palsu (syahadat az-zar). Al-Qur’an
bahkan menyandingkan kesaksian palsu ini dengan perbuatan syirik kepada Allah,
sebagaimana firman-Nya: "Maka jauhilah najis (berhala-berhala) itu dan jauhilah
perkataan yang dusta." (QS. al-Hajj: 30) Seseorang yang memberikan suara kepada
seorang calon semata-mata karena ia kerabatnya, atau karena asal daerah yang
sama, atau karena kepentingan pribadi yang diharapkan darinya, maka ia telah
menyalahi perintah Allah Subhanahu wa Ta‘ala, sebagaimana firman-Nya: "Dan
tegakkanlah kesaksian itu karena Allah. (QS. ath-Thalaqg: 2), hingga akhirnya kita
menjadikannya sebagai sistem yang Islami, meskipun pada asalnya sistem tersebut
diambil dari luar Islam.

Menurut peneliti, pendapat ini kurang tepat karena mengadopsi sistem yang
berasal dari tradisi non-Muslim lalu menisbatkannya sebagai sistem Islami merupakan
pendekatan yang problematik, karena berisiko mengaburkan batas antara nilai-nilai syar'i
dan unsur asing yang tidak bersumber dari Islam.

f) Pendapat Syekh Mugbil bin Had1 al-WadiT1 (1933- 2001)

i i3T5 o A0 3 el <ot 0 WRT 35 Loy 22 G 1 el
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33Abu Abd al-Rahman Mugbil bin Hadi bin Mugbil bin Qa'idah, Tuhfah al-Mujib ‘ala As'ilah al-
Hadir wal-Gharib, Juz 2 (Cet. Il; San'a: (Cet. |; San'a: Dar al-Athar untuk Penerbitan dan Distribusi, 1423
H/2002 M), h. 308-309.
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Artinya:

Saya mengatakan bahwa pemilu itu haram, karena Allah telah menggantinya
dengan syura (musyawarah), seperti yang disebutkan dalam ayat-Nya: (Dan
musyawarlah dengan mereka dalam urusan tersebut), dan juga dalam firman-
Nya (Dan urusan mereka adalah hasil musyawarah di antara mereka).
Musyawarah ini seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kapabilitas
dalam masyarakat, yaitu ahl al-hall wa al-‘aqd (para pemimpin dan ulama yang
berkompeten). Jika datang suatu perkara yang berkaitan dengan keamanan atau
ketakutan, maka harus disampaikan dengan bijak. Jika perkara itu diserahkan
kepada Rasul dan orang-orang yang berkompeten di antara mereka, maka
mereka yang mampu mengeluarkan hukum dari masalah tersebut. Suaranya
seorang penyanyi yang fasik dan suara seorang ulama dianggap setara! Suara
seorang ulama dan seorang peminum khamar dianggap setara! Suara laki-laki
dan perempuan dianggap setara! Padahal Allah Swt. berfirman: (Dan laki-laki
tidaklah sama dengan perempuan). Kelompok yang jahat lebih banyak di
masyarakat Islam. Ini adalah suatu rencana yang disebarkan oleh musuh-musuh
Islam untuk melaksanakan agenda mereka. Maka, kita harus waspada, karena
musuh-musuh Islam telah menyusup dan menggerakkan rencana mereka melalui
ideologi yang merusak ini.

Fatwa MUI Tentang Penggunaan Hak Pilih Dalam Pemilu

Adapun keputusan fatwa MUl mengenai penggunaan hak pilih dalam pemilu
adalah sebagaimana tertera dalam keputusan ijtima’ ulama komisi fatwa majelis ulama
Indonesia se Indonesia Il yang isinya sebagai berikut:

Pertama, Pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih
pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita
bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa. Kedua, Memilih
pemimpin (nashbu al imam) dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah
dan imarah dalam kehidupan Bersama. Ketiga, Imamah dan imarah dalam Islam
menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan Agama agar terwujud
kemaslahatan dalam masyarakat. Keempat, Memilih pemimpin yang beriman dan
bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai
kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya
adalah wajib. Kelima, Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat
sebagaimana disebutkan dalam butir 4 (empat) atau sengaja tidak memilih padahal ada
calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram. Di antara dalilnya adalah:

1. Q.S. Al-Nisa[4]: 58
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Artinya:
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Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah

Maha mendengar lagi Maha melihat.

Kemudian Allah menyeru para penguasa agar menunaikan amanat dan
memutuskan perkara dengan adil melalui firman-Nya: {Sesungguhnya Allah menyuruh
kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya}. Dikatakan bahwa
yang termasuk dalam perintah ini adalah menunaikan kewajiban-kewajiban agama yang
merupakan amanat dari Allah Ta‘ala yang telah diemban oleh manusia, serta menjaga
anggota tubuh yang merupakan titipan dari Allah Ta‘ala. Dan apabila kamu menetapkan
hukum di antara manusia}, maksudnya: jika kalian memutuskan suatu perkara, {maka
hendaklah kamu menetapkannya dengan adil}, yaitu dengan setara dan penuh
keadilan.?*

Perintah ini mencakup semua amanat yang wajib dipenuhi oleh seseorang, baik
berupa hak-hak Allah atas hamba-Nya, seperti salat, zakat, kafarat, nazar, puasa. Ayat di
atas sudah sesuai bahwasanya pemimpin itu harus amanah. Namun sistem pemilihan
yang digunakan sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

2. Q.S. Al-Nisa[4]: 59

1 A U5 I3 skl b 1 550 300 G50
Artinya:
Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi
Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.
Ayat ini juga menjelaskan kepada kita wajibnya taat kepada Allah dan rasulNya
serta ulil amri (selama bukan dalam perkara bermaksiat kepada Allah) maka wajib kita
taat walapun penguasa itu zalim. Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

W it il O it 2 3T 55 St el jred JLedd od e
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Artinya:
Seorang muslim wajib mendengar dan taat (kepada pemimpin) dalam perkara
yang disukai maupun yang dibenci, selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat.
Namun, jika diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban

34Ab0 al-Barakat ‘Abd Allah ibn Ahmad ibn Mahmid Hafiz ad-Din an-Nasafi, Tafsir an-Nasafi
(Madarik at-Tanzil wa-Haqa’iq at-Ta’wil), Juz 1 (Cet. |; Beirut: Dar al-Kalim at-Tayyib, 1419 H / 1998 M),
h. 367.

35Abl al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim ibn Ward ibn Kawshadh al-Qushayri al-
Naysaburi, Al-Jami‘ as-Sahih (Sahih Muslim), Juz 6 (Cet. I; Turki: Dar at-Tiba‘ah al-‘Amrah, 1334 H/1916
M), h. 15.
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mendengar dan taat. (Hadis Shahih Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam Sahih
al-Bukhdri, no. 7145)

Dalam riwayat lain Rasulullah saw. juga bersabda:
°/°’guw;jw\w A gl Je delaly aasd (06 €8 00 2 Bl a0
R /V/’#u o
el V5 ae D5 iaak el DB dieag
Artinya:
Dari Abdullah (bin Mas’ud) radiyallahu ‘anhu, dari Nabi saw. Beliau bersabda:
Kewajiban mendengar dan taat itu berlaku bagi seorang Muslim dalam perkara
yang ia sukai maupun yang ia benci, selama tidak diperintahkan untuk melakukan
maksiat Maka jika diperintahkan untuk berbuat maksiat, tidak ada kewajiban
mendengar dan taat. (Hadis Shahih Diriwayatkan oleh: al-Bukhari, no. 7144)
Maka ayat yang kedua di atas sesuai dalam kriteria pemimpin namun tidak
relevan dan tidak berkaitan dalam penetapan fatwa penggunaan hak pilih dalam

pemilihan umum.
3 Hadis Nabi saw. :

¢ Y3 gwuwrl_ijwww B (2 GiA Gl 8
:);-/9 /9// \}l—«ﬁj ¢ d;‘ 53: oL cajyuu J,>-La.5\j Sy }/J\VQA}

(f; "3‘33‘3 3‘33) Vi gles vﬂs st O)5 b v&u e

Dari abu hurairah radiyallahu ‘anhu. sesungguhnya Rasulullah saw. Bersabda:
Akan memimpin kalian setelahku para pemimpin yang baik karena kebaikannya,
dan adapula yang buruk karena keburukannya, maka dengarkanlah dan taatilah
mereka terhadap setiap perkara yang sesuai dengan kebenaran, dan salatlah
kalian di belakangnya, jika mereka baik maka (pahala) bagi kalian dan bagi
mereka, sedangkan jika mereka buruk maka (pahala) bagi kalian dan tidak bagi
mereka. (HR. Al-Daraquthni)
Hadis ini menjelaskan bahwa wajibnya taat kepada pemimpin adil ataupun zalim
dan juga menegaskan akan sahnya salat di belakang pemimpin yang zalim sebagaimana
sabda Nabi saw. :

Loty Bk c;@ppég d}\ijﬁé@j@ﬁ:}f(@vm e iy S_al:

L;\.A\Jf wwbb@bcfmbwd)cﬁb T:)/j.a J‘”\J{ Vg&

-
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,
PR
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36Aba ‘Abdillah Muhammad bin Isma‘il al-Bukhari, Al-Jami‘ al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar min
Umari Rasalillah # wa Sunanih wa Ayyamih, (Cet. I; Damaskus: Dar al-Kamal al-Muttahidah, 1437 H/2015
M), h. 241.

37Aba al-Hasan ‘AlT bin ‘Umar bin Ahmad bin Mahdi bin Mas‘Gd bin an-Nu‘man bin Dinar al-
Baghdadt ad-Daraquthni, Sunan ad-Daraquthni, (Cet. |; Lubnan: Dar Mu’assasat ar-Risalah, 1424 H/2004
M), h. 400.
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Artinya

Shalat tetap wajib atas kalian bersama setiap pemimpin, baik yang saleh maupun
yang fasik, meskipun ia melakukan dosa-dosa besar. Dan jihad juga tetap wajib
atas kalian bersama setiap pemimpin, baik yang saleh maupun yang fasik,
meskipun ia melakukan dosa-dosa besar. Dan mensalatkan jenazah tetap wajib
atas setiap muslim yang meninggal, baik ia orang yang saleh maupun fasik,
meskipun ia melakukan dosa-dosa besar. (Diriwayatkan oleh ad-Daraquthnt) Dan
dijadikan hujjah oleh imam muslim dalam kitab shahihnya

Sehingga hadis di atas juga tidak sesuai dengan dasar pengambilan hukum fatwa

ijtima’ ulama se- Indonesia Ill tentang penggunaan hak pilih dalam pemilihan umum.
4. Hadis Nabi saw. :
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Artinya:

Dari abu hurairah radiyallahu ‘anhu. berkata: Rasulullah saw. Bersabda: jika

kepercayaan di lalaikan maka tunggulah waktunya. Sahabat bertanya:

bagaimana melalaikan kepercayaan tersebut? Rasulullah saw. menjawab: jika
suatu perkara diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah waktunya.

(H.R. Bukhari)

Maksudnya adalah menyerahkan dan meletakkan kepada yang bukan ahlinya,
maksudnya apabila kehormatan dan kemuliaan diberikan kepada orang yang tidak
berhak atas kekuasaan dan kemuliaan itu.*°

Hal ini merupakan bukti nyata dari hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari
dalam shahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu
‘alaihi wa sallam bersabda, 'lika amanah telah hilang, tunggulah hari kiamat.' la
bertanya, 'Bagaimana hilangnya amanah itu, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'lika
urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Al-
Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “urusan” adalah segala
perkara yang berhubungan dengan agama.*!

5. Hadis Nabi saw.:

38Ab0 al-Hasan ‘Alf bin ‘Umar bin Ahmad bin Mahdi bin Mas‘iGd bin an-Nu‘man bin Dinar al-
Baghdadi ad-Daruqutni, Sunan ad-Déaruqutni, h. 402.

39Ab0 ‘Abdillah, Muhammad bin Isma‘7l bin lbrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari,
Sahth al-Bukhari, h. 104.

40Faysal bin ‘Abd al-‘Aziz bin Faysal ibn Hamad al-Mubarak al-Harimli al-Najdi, Tatreez Riyad as-
Salihin, Juz 1 (Cet. I; Riyad: Dar al-‘Asimah lil-Nashr wa at-Tawzi', 1423 H/2002 M), h. 1043.

“'Hamuad bin ‘Abdullah bin Hamad bin ‘Abd ar-Rahman at-Tuwaijiri, Dald’il al-Atsar ‘ald@ Tahrim
at-Tamtil bi al-Sya‘r , Juz 1 (Cet. |; Riyad: Dar Matabi‘ al-Qasim, 1386 H/1966 M), h. 94.
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Artinya:

Barang siapa memilih seorang pemimpin padahal ia tahu ada orang lain yang

lebih pantas untuk dijadikan pemimpin dan lebih paham terhadap kitab Allah dan

sunah rasulNya, maka ia telah mengkhianati Allah, rasulNya, dan semua orang
beriman. (HR. At-Thabrani)

Abu Ya‘la al-Mawsill juga meriwayatkan dalam Musnad-nya dari Huzayfah
radiyallahu ‘anhu, dari Nabi Muhammad saw. beliau bersabda: Barang siapa mengangkat
seseorang untuk memimpin sepuluh orang, padahal ia mengetahui bahwa di antara
sepuluh orang tersebut ada yang lebih baik darinya, maka sungguh ia telah menipu Allah,
Rasul-Nya, dan seluruh kaum Muslimin. Adapun yang memiliki kewenangan untuk
mengangkat (memberi mandat kekuasaan) adalah khalifah dan penguasa yang diangkat
oleh khalifah.*®* Adapun dalam penetapan ikut serta dalam pemilu maka dalil ini belum
sesuai dengan diktum fatwa MUIL.

6. Kaidah Fighiyyah:

e 20 e A 3k g dsey oY o el
Artinya:

Pada dasarnya segala sesuatu itu adalah boleh sampai ada dalil yang

menunjukkan keharamannya

Kaidah ini tidak sesuai dengan pengambilan hukum fatwa MUI, karena pemilu ini
adalah sistem orang kafir dan kita dilarang untuk mengikuti kebiasaan orang kafir,
sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

Bk 362 38 B35 05
Artinya:
Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka.
(Hadis Hasan Diriwayatkan oleh: Abl Dawud dalam Sunan Abi Dawid, no. 4031)
Meniru orang kafir secara lahiriyah merupakan perilaku terlarang dalam Islam
berdasarkan pernyataan imam lbnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata:

P
o 29 . - °

s 1y Jaly YY) 3 BLass s &) 8 sl oY) (3 &esd
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42Sulaiman bin Ahmad bin Ayyib bin Mutayr al-LakhmT asy-Shami, Ab{ al-Qasim at-Tabarani, al-
Mu jam al-Kabir, Juz. 2 (Cet. ll; Mesir: Dar Maktabat Ibn Taymiyyah, 1415 H /1994 M), h. 114.

43Ahmad bin ‘All bin al-Muthanna at-Tamimi, Musnad Abi Ya‘la al-Mawsill, (Cet. 1ll; Kairo: Dar al-
Hadith, 1434 H/2013 M), h. 458.

4Jalal ad-Din ‘Abd ar-Rahman as-Suyati, al-Asybah wa an-Naza'ir fi Qawa ‘id wa Furd, Juz 1 (Cet.
I; Beirut: Dar al-Kutub al-‘llmiyyah, 1403 H/1983 M), h. 60.

45Abl Dawid, Sulaiman bin al-Ash‘ath bin Ishaq bin Bashir al-Azd1 as-Sijistani, Sunan Abi Dawid
ma‘a Sharhih ‘Awn al-Ma‘bid, (Cet. IV; India: Dar al-Matba‘ah al-Ansariyyah, 1329 H/1911 M), h. 78.
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Artinya:
Keserupaan dalam perkara lahiriyah bisa berpengaruh pada keserupaan dalam
akhlak dan amalan. Oleh karena itu, kita dilarang tasyabbuh dengan orang kafir.
Oleh karena itu kaidah fikih yang digunakan tersebut juga belum relevan dalam

penetapan fatwa penggunaan hak pilih dalam pemilihan umum.
7. Kaidah Fighiyyah:

RSN EE N A RRTERNEA R S

Artinya:

Tidak diingkari adanya perubahan hukum sebab adanya perubahan waktu dan

tempat

Bahwa hukum-hukum syariat adalah tetap dan tidak berubah seiring berjalannya
waktu atau berubahnya keadaan. Namun, perbedaan hukum syar'i dari satu peristiwa ke
peristiwa lainnya karena perubahan zaman, tempat, atau keadaan, bukan berarti hukum
syariat menjadi tidak konsisten atau saling bertentangan. Akan tetapi, karena hukum
syariat bergantung pada illat (alasan) dan sebabnya, maka ia berjalan bersama keduanya.
Ketika keadaan zaman dan manusia berubah, illat dan sebab suatu hukum pun bisa
berbeda, sehingga hukumnya ikut berubah sesuai perubahan itu, fatwa juga tidak
berubah mengikuti hawa nafsu, keinginan, selera pribadi, atau berdasarkan apa yang
dianggap baik atau buruk oleh manusia. Akan tetapi, fatwa berubah karena adanya
sebab yang mendorong mujtahid untuk mengkaji ulang sumber-sumber hukum,
sehingga fatwa tersebut berubah mengikuti perubahan sebab-sebabnya, berdasarkan
kemaslahatan yang sah secara syar’i dan kaidah-kaidah syariat yang diperhatikan, yang
memiliki bobot lebih kuat daripada ketetapan hukum sebelumnya.*®

Analisis Keputusan Jjtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Il Tentang Penggunaan
Hak Pilih dalam Pemilihan Umum

Dengan meninjau pemaparan di atas mengenai Keputusan /jtima’ Ulama Komisi
Fatwa Se-Indonesia lll Tentang Penggunaan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum maka
terlihat jelas bahwa beberapa dalil/landasan hukum yang dipakai oleh MUI sudah sesuai
dalam penetapan kriteria pemimpin bahwasanya dalam mimilih pemimpin itu harus
yang beriman dan bertakwa, jujur (siddig), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif
(tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat
Islam, namun dalil-dalil yang digunakan MUI untuk menetapkan bahwa memilih

46Abd al-Rahman bin Muhammad bin Qasim, Majma’ al-Fatawd, Juz 1 (Cet. |; Arab Saudi: Dar Al-
Wafa’, 1425 H/2004 M), h. 154.

47Abl ‘Abdillah Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyib Ibn Qayyim al-Jawziyyah, I‘lam al-Muwaqqi‘in
‘an Rabb al-‘Alamin, h. 13.

48Abd Allah bin Muhammad al-Tayyar, Al-Fighu al-Muyassar, Juz 7 (Cet. II; Riyad: Dar Madar al-
Watan li al-Nashr, 1432 H/2011 M), h. 23.
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pemimpin dengan cara pemilu bertentangan dalam Islam, maka sangat tidak relevan jika
mewajibkan ikut serta yang dimana asal dari pemilu ini tidak di kenal dalam syariat Islam
bahkan pemilu ini adalah sistem orang-orang kafir, di Indonesia saja tidak ada undang-
undang yang menyatakan akan wajibnya seseorang untuk ikut serta dalam pemilu itu
hak masing-masing boleh memilih atau tidak, adapun ketika kita ikut memilih itu jika ada
illat (alasan yang jelas) sebagaimana dalam kaidah:

o el 5l L&)
Artinya:

Melakukan (memilih) mudarat yang lebih ringan dari dua mudarat.

Maksudnya adalah ketika seseorang itu dihadapkan pada dua bahaya dan dia
tidak bisa lepas dari dua bahaya tersebut, contohnya jika kita tidak ikut serta dalam
pemilihan umum maka kita akan di penjara, maka kaidah di atas berlaku, sehingga
menurut penulis, dasar-dasar istinbat hukum yang digunakan oleh MUl dalam
mengeluarkan fatwa tersebut belum cukup kuat. Akibatnya, fatwa tersebut dinilai kurang
kokoh karena tidak dibangun di atas landasan istinbat dan argumentasi hukum yang
tepat.

Adapun untuk menduduki kekuasaan dan pemerintahan yang sesuai syari’‘at
dalam Islam terdapat dua cara:

1. Melalui pemilihan (ikhtiyar). Dan ini terbagi menjadi dua bagian:

Pertama wasiat (al-‘ahd) yaitu ketika seorang penguasa menunjuk pengganti
setelahnya. Kedua pemilihan oleh Ahl al-Hall wa al-’Aqd yaitu sekelompok tokoh umat
memilih orang yang mereka pandang layak untuk memimpin dan memegang kekuasaan.

Berkata Al-Mawardr al-Sydfi‘i: Adapun terbentuknya imamah (kepemimpinan)
melalui penunjukan dari pemimpin sebelumnya, maka hal ini merupakan sesuatu yang
telah terjadi jjma’ (kesepakatan) atas bolehnya. Telah terjadi pula kesepakatan atas
keabsahannya berdasarkan dua alasan yang telah diamalkan oleh kaum Muslimin dan
tidak mereka perselisihkan: Pertama, bahwa Abu Bakar ra. telah menunjuk Umar, dan
kaum Muslimin mengakui kepemimpinan Umar berdasarkan wasiat tersebut. Kedua,
bahwa Umar radiyallahu ‘anhu telah menunjuk Ahl al-Shiara (dewan musyawarah), dan
umat menerima keterlibatan mereka yang merupakan tokoh-tokoh utama pada
zamannya dalam pengangkatan pemimpin, sebagai bukti keyakinan atas keabsahan
penunjukan tersebut, sementara para sahabat yang lain tidak ikut serta. Ali bin Abi Thalib
ra. berkata kepada Abbas ra. ketika ia menegur Abbas karena ikut serta dalam
musyawarah, hal itu adalah perkara besar dari urusan Islam; aku tidak melihat diriku
berhak untuk tidak ikut serta dalam hal itu. Dengan demikian, penunjukan melalui wasiat
atau musyawarah ini menjadi ijma dalam pengangkatan seorang imam (pemimpin).

“Muhammad Mustafa al-Zuhayli, Al-gawa‘id al-Fighiyyah wa Tatbigatuhéa fi al-Madhahib al-
Arba‘ah, (Cet. I; Dimashq: Dar al-Fikr, 1427 H/2006 M), h. 230.
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Dengan demikian, penunjukan melalui wasiat atau musyawarah ini menjadi ij/ma’ dalam
pengangkatan seorang imam (pemimpin).>°

2. Pemaksaan dan penguasaan (atau kemenangan dengan kekuatan).

Yaitu mengambil kekuasaan dan pemerintahan dengan kekuatan. Maka siapa
yang melakukan hal tersebut dan kekuasaannya telah stabil baginya, maka ia adalah
penguasa yang sah (secara syar'i) ia memiliki hak-hak yang sama seperti penguasa yang
memperoleh kekuasaan melalui pemilihan, dan tidak ada perbedaan antara keduanya.>!

Di antara dalil akan sahnya mengambil kekuasaan dengan kekuatan adalah:

1. Telah berkata Abdullah bin Dinar: Aku menyaksikan ketika manusia telah sepakat
untuk (mengakui kekuasaan) Abdul Malik, maka Ibnu Umar menulis:
Sesungguhnya aku menyatakan pengakuan untuk mendengar dan taat kepada
Abdullah Abdul Malik, Amirul Mukminin, berdasarkan Sunah Allah dan Sunah
Rasul-Nya semampuku. Dan sesungguhnya anak-anakku pun telah menyatakan
hal yang sama.>?

2. Dari Saif al-Mazini, dia berkata: ‘lbnu Umar biasa mengatakan: Aku tidak akan
berperang dalam masa fitnah, dan aku salat di belakang siapa pun yang menang
(menguasai).>?

3. Ibnu Umar salat di belakang al-Hajjaj, yang saat itu berkuasa sebagai wakil Abdul
Malik bin Marwan. Bahkan, ia berhaji bersama al-Hajjaj. Al-Hajjaj memberi
khotbah di Arafah dan memimpin shalat jamaah. Dari Salim bin Abdullah:
Sesungguhnya Abdul Malik bin Marwan menulis surat kepada al-Hajjaj agar dia
menjadi imam bagi Abdullah bin Umar dalam haji. Ketika hari Arafah tiba, lbnu
Umar radhiyallahu anhuma datang, dan aku berada bersamanya saat matahari
mulai condong atau terbenam. Al-Hajjaj berteriak dari tempatnya, 'Di mana dia?"
Ibnu Umar keluar menjawab, 'Aku hendak kembali.' Al-Hajjaj berkata,
'Sekarang?' Ibnu Umar menjawab, 'Ya.' Al-Hajjaj berkata, 'Perhatikan aku saat
aku akan memercikkan air ke wajahku.' lbnu Umar turun sampai keluar dari
tempatitu, lalu berjalan di antara aku dan ayahku. Aku berkata, 'Jika engkau ingin
mengikuti sunnah hari ini, maka singkatkanlah khutbah dan percepatlah berdiri
dari wukuf.' Ibnu Umar menjawab, 'Benar.>*

Oleh karena itu Islam telah mengatur segala aspek dalam kehidupan ini bahkan
dalam pemilihan pemimpin pun telah di jelaskan dengan baik, sehingga kita tinggal

50Abu al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib al-Basri al-Baghdadi, Al-Ahkam as-
Sultaniyyah, (Cet. I; Kairo: Dar al-Had1t, t.th.), h. 30.

51Abd al-‘Aziz bin Ris al-Rayyis, Al-lmamah al-‘Uzma — Ta’silat Ahl al-Sunnah as-Salafiyyin wa ar-
Radd ‘ala Shubuhat al-Mukhalifin, Juz 1 (Cet. |; Sariya: Dar al-Barazi, 1437 H/2015 M), h. 60-65.

52Abl ‘Abdillah Muhammad bin Isma‘il bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ju‘fi al-Bukhari, Sahih al-
Bukhari, Juz 9 (Cet. |; Kairo: Dar at-Ta’sil, 1433 H/ 2012 M), h. 212.

53Abd al-‘Aziz bin Ris ar-Ris, Al-lmdamah al-‘Uzma Ta’silat Ahl al-Sunnah as-Salafiyyin wa ar-Radd
‘ald ash-Shubuhat al-Mukhalifin, h. 66.

54Abl ‘Abdillah Muhammad bin Isma‘il bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ju‘fi al-Bukhari, Sahih al-
Bukhari, Juz 5 (Cet. |; Damaskus: Dar al-Yamamah, 1414 H/ 1993 M), h. 599.
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merealisasikannya. Adapun jika sistem pemilu terlanjur diterapkan di negara kita ini
maka pada asalnya haram untuk ikut serta dalam pemilihan umum kecuali jika terdapat
maslahat yang jelas seperti halnya jika calon pemimpin antara muslim dan kafir maka ini
jelas akan maslahatnya namun perlu diketahui dalam keadaan seperti ini berlaku kaidah:

2

5512 1% g8 ad L 48
Artinya:

Keadaan darurat ditentukan (dibatasi) sesuai kadar (kebutuhan)nya.

Keikut sertaan kita sesuai kadarnya tanpa ada cacian, gibah, sogok menyogok
serta mengadu domba kepada para calon pemimpin tersebut. Oleh karna itu para ulama
zaman sekarang yang berpendapat bolehnya ikut serta dalam pemilihan umum dalam
rangka untuk memperkecil kerusakan (dalam keadaan terpaksa) dan para ulama tidak
ada yang memberikan fatwa bolehnya ikut serta dalam pemilu secara mutlak, semua
diikat dengan sebab-sebab. Meskipun mereka mengatakan bahwa hukum asal ikut serta
dalam pemilu adalah tidak boleh (haram). Maka jika kita ingin pemimpin yang adil serta
menerapkan syariat Islam maka hendaknya kita sebagai masyarakat untuk memperbaiki
diri-diri kita terlebih dahulu dengan menjalankan segala kewajiban yang Allah
perintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang sebagaimana Allah Swt. dalam Q.S.
Ar-Ra’ad/13: 11 berfirman:

e G G sk 6 5 Y 0

Artinya:

Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka

mengubah apa yang ada pada diri mereka.®

Oleh karena itu untuk menggapai pemimpin yang baik itu diukur dari baiknya
rakyatnya karena pemimpin itu cerminan rakyatnya, jika kita ingin pemimpin yang baik,
jujur dan amanah maka hendaknya bagi kita juga untuk selalu memperbaiki iman dan
amal saleh kita serta senantiasa melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi
segala larangannya. sebagaimana Allah Swt. dalam Q.S. Al-A’raf/7: 96 berfirman:

G ede s ey o3l Lot o3 o3 e Gt iy il 0 81 5 3
Sty

Artinya:

55Abd ar-Rahman bin Salih al-‘Abd al-Latif, al-Qawa‘id wa ad-Dawabit al-Fighiyyah al-
Mutadammanah li at-Taysir, (Cet. |; Saudi: : Dar ‘Imadat al-Bahth al-‘llm1 bi al-Jami‘ah al-Islamiyyah, 1423
H/2003 M), h. 113.
6Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-
Qur’an, 2019 M), h. 250.
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Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami akan

membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan

tetapi, mereka mendustakan (para rasul dan ayat-ayat Kami). Maka, Kami
menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan.>’

Maka telah jelas janji Allah ketika kita senantiasa taat, tunduk dan patuh
terhadap perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang maka Allah akan berikan
pemimpin yang baik, adil, jujur, dan amanah. sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q_.S.
Al-Nur/24: 55 berfirman:

e ) Glan) GS s gt e wlag oK i 30 e

S35 Y ogislons Wl s ais Be s o ) o0 4 1 R
O3l 1t A ab ax s sy

Artinya:
Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang
mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di
bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa;
Dia sungguh akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Dia ridai; dan Dia
sungguh akan mengubah (keadaan) mereka setelah berada dalam ketakutan
menjadi aman  sentosa. Mereka menyembah-Ku dengan  tidak
mempersekutukan-Ku dengan sesuatu apa pun. Siapa yang kufur setelah (janiji)
tersebut, mereka itulah orang-orang fasik.>®
Oleh karenanya tidaklah pemimpin-pemimpin yang zalim itu memimpin kecuali
karena apa yang diperbuat oleh rakyatnya sendiri dari perbuatan dosa, jika rakyatnya
baik maka baik pula pemimpinnya sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-
An’am/6: 129 berfirman:

|
Zes & (odi r’.o/ 2o (1. P PR S "/,

Artinya:
Demikianlah Kami jadikan sebagian orang-orang zalim berteman/berkuasa
dengan sebagian lainnya, sebagai balasan atas apa yang selalu mereka
kerjakan.>®

5’Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-
Qur’an, 2019 M), h. 163.

8Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-
Qur’an, 2019 M), h. 357.

S9Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-
Qur’an, 2019 M), h. 144,
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KESIMPULAN

Hasil penelitian Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Il
menegaskan bahwa menggunakan hak pilih dalam pemilu merupakan tanggung jawab
keagamaan dan kewajiban moral bagi umat Islam. Dalam sistem demokrasi seperti di
Indonesia, tindakan memilih pemimpin dianggap sebagai wujud pelaksanaan amar
ma’ruf nahi munkar serta peran aktif dalam menjaga kepentingan bersama. Oleh karena
itu, memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu tanpa alasan yang dibenarkan
secara syar’l hukumnya adalah haram. Fatwa ini secara tegas menyatakan bahwa
menggunakan hak pilih dalam pemilu merupakan kewajiban moral, terutama dalam
memilih calon pemimpin yang adil, jujur, serta memiliki komitmen terhadap
kemaslahatan umat.

Meskipun demikian, hukum asal dari pemilu adalah haram namun dalam kondisi
tertentu, keterlibatan dalam pemilu dapat dibenarkan secara syar‘i, terutama ketika
dihadapkan pada dua pilihan dan sama-sama mengandung bahaya yang besar. Dalam
situasi seperti ini, prinsip memilih mudarat yang lebih ringan (akhaff al-dararayn) dapat
diterapkan demi mencapai kemaslahatan yang lebih besar. Para ulama juga secara
umum berpendapat bahwa hukum asal dari pelaksanaan pemilu adalah haram karena
dinilai bertentangan dengan nilai-nilai dasar syariat Islam. Akan tetapi, dalam kondisi
tertentu yang mengandung maslahat besar, para ulama tersebut memperbolehkan
partisipasi sebagai bentuk pengecualian.

Dengan demikian, penulis menilai bahwa Keputusan ljtima’ Ulama Komisi Fatwa
se-Indonesia lll telah tepat dalam menetapkan dalil terkait kriteria pemimpin, namun
masih kurang kuat dalam menegaskan bahwa pemilu merupakan bagian dari sistem
politik Islam, penulis juga memandang bahwa pemilu pada dasarnya bertentangan
dengan prinsip syariat Islam karena sistem pemilihan pemimpin sudah dijelaskan secara
spesifik dalam syari’at Islam yang telah penulis paparkan di atas, maka hukum asalnya
adalah larangan, kecuali jika terpenuhi syarat-syarat tertentu yang menunjukkan adanya
maslahat yang lebih besar dalam keikutsertaan tersebut. yaitu ketika keikutsertaan itu
menjadi sarana untuk mencegah kerusakan yang lebih besar dan meraih maslahat yang
lebih besar bagi umat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an al-Karim
Buku:

Abl ‘Abdillah Muhammad bin Isma‘l bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ju‘fi al-Bukhari,
Sahih al-Bukhart, (Cet. I; Kairo: Dar at-Ta’sil, 1433 H/ 2012 M), h. 212.

847 | Andi Ramadan Dani, Syandri, Sulkifli Herman
Analisis Keputusan Ijtima’ Ulama Tentang Penggunaan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum



e m— AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam
AL-FIKRAH Vol. 2, No. 3 (2025): 826-850

JURNAL

KAJIAN ISLAM doi: 10.36701/fikrah.v2i3.2613

Al-‘Uthaymin, Muhammad bin Salih bin Muhammad. Liqa’ al-Bab al-Maftih, ‘Unaizah:
Islamweb.net, 1421 H/2000 M.

Al-Bukhari, Abda ‘Abdillah Muhammad b/[n Isma“l. Al-Jami‘ al-Musnad al-Sahih al-
Mukhtasar min Umiiri Rasdlillah & wa Sunanih wa Ayyamih. Cet. |; Damaskus:
Dar al-Kamal al-Muttahidah, 1437 H/2015 M.

Al-Daraquthni, Abd al-Hasan ‘Ali bin ‘Umar bin Ahmad bin Mahdi bin Mas‘td bin an-
Nu‘man bin Dinar al-Baghdadi. Sunan ad-Daraquthni. Cet. |; Lubnan: Dar
Mu’assasat ar-Risalah, 1424 H/2004 M.

Al-Hanafi, Sadr ad-Din ‘All bin “Ali bin Muhammad bin Abt al-‘Izz. Syarh al-‘Agidah at-
Tahawiyyah. Cet. |; Saudi: Dar Wizarat asy-Syu’tn al-Islamiyyah as-Su‘tdiyyah,
1418 H/1997 M.

Al-Ifta’, Al-Lajnah al-Daimah li al-Buhus$ al-‘llmiya. Fatawa al-Lajnah al-Daimah al-
Majmi‘ah al-Ula. Riyadh: Idarah al-‘Ammah li al-Tib’, 1390 H/1971 M.

Al-Jizani, Muhammad bin Husayn bin Hasan. Ma‘alimu Usdli al-Fighi ‘inda Ahlis-Sunnati
wa al-Jama‘ah, Juz. 5. Cet. |; Riyad: Dar Ibn al-Jawzi, 1427 H/2006 M.

Al-Kurdt, Abd Aways Asyraf bin Nasr bin Sabir. Silsilat al-Fawa’id al-Hadithiyyah wa al-
Fighiyyah. Cet. I; Makkah: Dar al-Lu’lu’ah, 1443 H/2021 M.

Al-Latif, Abd ar-Rahman bin Salih al-‘Abd. al-Qawa‘id wa ad-Dawabit al-Fighiyyah al-
Mutadammanah li at-Taysir. Cet. |; Saudi: : Dar ‘Imadat al-Bahth al-‘limi bi al-
Jami‘ah al-Islamiyyah, 1423 H/2003 M.

Al-Mardini, Syamsuddin. Al-Anjum az-Zahirat ‘ala Hall Alfaz al-Waraqgat. Juz 1. Cet. |;
Riyad: Maktabah ar-Rusyd, 1416 H/ 1996 M.

Al-Mawardi, Abu al-Hasan ‘Al bin Muhammad bin Muhammad bin Habib al-Basri. Al-
Ahkam as-Sultaniyyah. Cet. |; Kairo: Dar al-Hads, t.th.

Al-Najdi, Faysal bin ‘Abd al-‘Aziz bin Faysal ibn Hamad al-Mubarak al-Harimli. Tatreez
Riyad as-Salihin. Cet. I; Riyad: Dar al-‘Asimah lil-Nashr wa at-Tawzi’, 1423 H/2002
M.

Al-Nasafi, AbG al-Barakat ‘Abd Allah ibn Ahmad ibn Mahmid Hafiz ad-Din an-Nasafi.
Tafsir an-Nasafi (Madarik at-Tanzil wa-Haqa’iq at-Ta’wil). Cet. |; Beirut: Dar al-
Kalim at-Tayyib, 1419 H / 1998 M.

Al-Nawawri, Abl Zakariyya Muhyiddin Yahya bin Syaraf. Al-Arba‘lin an-Nawawiyyah. Cet.
I; Lubnan: Dar al-Minhaj li an-Nasyr wa at-Tawzi’, 1430 H/2009 M.

Qushayri. Al-Jami‘ as-Sahih (Sahth Muslim). Cet. I; Turki: Dar at-Tiba‘ah al-‘Amrah,
1334 H/1916 M.

Al-Nu‘man, Shadi bin Muhammad bin Salim. Jami' Turath al-‘Allamah al-Albani fi al-
Manhaj wa al-Ahdath al-Kubrad. Cet. |I; San'a: Markaz al-Nu‘man li al-Buhith wa
al-Dirasat al-Islamiyah wa Tahqiq al-Turath wa al-Tarjamah, 1432 H/2011 M.

Al-Qardawi, Yusuf bin ‘Abd Allah bin ‘All. Min Figh al-Dawlah fT al-Islam: Makdanatuha,
Ma‘alimuha, Tabi‘atuha. Cet. |; Mesir: Dar al-Shuriq, Madinat Nasr, 1417 H/1997
M.

Al-Rayyis, Abd al-‘Aziz bin Ris. Al-ilmamah al-‘Uzma — Ta’silat Ahl al-Sunnah as-Salafiyyin
wa ar-Radd ‘ala ash-Shubuhat al-Mukhalifin. Juz 1. Cet. |; Suriya: Dar al-Barazi,
1437 H/2015 M.

848 | Andi Ramadan Dani, Syandri, Sulkifli Herman
Analisis Keputusan Ijtima’ Ulama Tentang Penggunaan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum



e m— AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam
AL-FIKRAH Vol. 2, No. 3 (2025): 826-850

JURNAL

KAJIAN ISLAM doi: 10.36701/fikrah.v2i3.2613

Al-Ruwaiti’, Khalid bin Musa‘id bin Muhammad ar-Ruwaiti’. At-Tamadhhub (Dirasah
Nazariyyah Naqdiyyah). Cet. |; Riyad: Dar at-Tadmuriyyah, 1434 H/2013 M.

Al-Sijistani, AbG Dawad Sulaiman bin al-Ash‘ath bin Ishaq bin Bashir al-Azd1. Sunan Abr
Dawiad ma‘a Sharhih ‘Awn al-Ma‘bdd. Cet. IV; India: Dar al-Matba‘ah al-
Ansariyyah, 1329 H/1911 M.

Al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Ash‘ath al-Azdi. Sunan Abi Dawud. Juz. 1 Cet. |;
Suriah: Dar ar-Risalah al-‘Alamiyyah, 1430 H/2009 M.

Al-Suyati, Jalal ad-Din ‘Abd ar-Rahman. al-Asybah wa an-Naza'ir fi Qawa‘id wa Furd. Cet.
I; Beirut: Dar al-Kutub al-‘llmiyyah. 1403 H/1983 M.

Al-Syatsri, Saad bin Nashir bin Abdul Aziz. Al-Qawa‘id al-Usdliyyah wa al-Fighiyyah al-
Muta‘alligat bi al-Muslim Ghayr al-Mujtahid. Juz. 2. Cet. I; Riyad: Dar Kunuz
Isybiliya li al-Nasyr wa al-Tawz1’, 1432 H/2011 M.

Al-Tabarani, Sulaiman bin Ahmad bin Ayylib bin Mutayr al-Lakhmi asy-Shami, Abu al-
Qasim. al-Mu‘jam al-Kabir. Cet. ll; Mesir: Dar Maktabat |bn Taymiyyah, 1415 H
/1994 M.

Al-Tamim1, Ahmad bin ‘Alf bin al-Muthanna. Musnad Abi Ya‘la al-Mawsili. Cet. 1l; Kairo:
Dar al-Hadrtth, 1434 H/2013 M.

Al-Tayyar, Abd Allah bin Muhammad. Al-Fighu al-Muyassar. Juz 7. Cet. |l; Riyad: Dar
Madar al-Watan li al-Nashr, 1432 H/2011 M.

Al-Tuwaijirl, Hamad bin ‘Abdullah bin Hamud bin ‘Abd ar-Rahman. Dal@’il al-Atsar ‘ala
Tahrim at-Tamtil bi al-Sya'r. Cet. |; Riyad: Dar Matabi‘ al-Qasim, 1386 H/1966 M.

Al-Zuhayli, Muhammad Mustafa. Al-gawa‘id al-Fighiyyah wa Tatbigatuha fi al-
Madhahib al-Arba‘ah. Cet. |; Dimashq: Dar al-Fikr, 1427 H/2006 M.

Galang Taufani, Suteki. Metodologi Penelitian Hukum Filsafat Teori dan Praktik. Cet. II;
Depok: Rajawali Pres, 2018.

Hasan, Muhammad Igbal. Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya.
Jakarta: Ghia Indonesia, 2002.

Kementerian Agama RIl. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Jakarta: Lajnah Pentashihan
Mushaf Al-Qur’an, 2019 M.

Mugbil, Abu Abd al-Rahman Mugbil bin Hadi. Tuhfah al-Mujib 'ala As'ilah al-Hadir wal-
Gharib. Cet. Il; San'a: Dar al-Athar untuk Penerbitan dan Distribusi, 1423 H/2002
M.

Qasim, Abd al-Rahman bin Muhammad bin. Majmi‘ al-Fatawa. Cet. |; Arab Saudi: Dar
Al-Wafa’, 1425 H/2004 M.

Sholahuddin, Abdul Hakam dkk. Hukum Pemilu di Indonesia. Serang: Carenang, 2023.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia. Cet. ll; Jakarta: Pusat
Bahasa, 2008 M.

Zainuddin, Rahman Zainuddin. Demokrasi dan Para Pengkritiknya. Jakarta, Yayasan
Obor Indonesia, 1992.

Jurnal llmiah:

Angraini, Friska Ayu. "Dinamika Politik Pemilu Dalam Bingkai Demokrasi Menurut
Perspektif Hukum Islam”. Jurnal Studi Hukum Modern 6, no. 4 (2024): h. 24-48.

849 | Andi Ramadan Dani, Syandri, Sulkifli Herman
Analisis Keputusan Ijtima’ Ulama Tentang Penggunaan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum



e m— AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam
AL-FIKRAH Vol. 2, No. 3 (2025): 826-850

JURNAL

KAJIAN ISLAM doi: 10.36701/fikrah.v2i3.2613

Bachtiar, Farahdiba Rahma. "Pemilu Indonesia: kiblat negara demokrasi dari berbagai
refresentasi”. Jurnal Politik Profetik 2 No. 1 (2014): h. 18-32.

Kurniawansyah, Khairul dkk. “Tinjauan Al-Qur’an dan Hadis Sahih Terhadap Pemilihan
Umum di Indonesia”. Jurnal Intellectuals 5 (2024): h. 1895-1902.

Novianty, Cora Elly. “Demokrasi dan Sistem Pemerintahan”. Jurnal Konstitusi 9, no. 2
(2013): h. 333-354.

Sodikin. "Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam”. Ahkam: Jurnal IImu Syariah 15, no.
1 (2019): h. 59-66.

Sukriono, Didik. "Menggagas sistem pemilihan umum di Indonesia”. Jurnal Konstitusi 2
No. 1 (2009): h. 1-171.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

Fikri, M.Rausyan. “Analisis Figh Siyasah Terhadap Strategi Komisi Pemilihan Umum
Dalam Menekan Angka Golongan Putih Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun
2019 (Studi di Komisi Pemilihan UmumKota Bandar Lampung)”. Skripsi.
Lampung: Fak. Hukum Tatanegara UIN Raden Intan, 2020.

Miftahurrozikoh. “Hukum Golingan Putih (GOLPUT) dalam Pemilu Menurut Fatwa MUI
dan Fatwa Al Irsyad”. Skripsi. Surabaya: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan
Ampel 2020.

Woulandari, Ines. “Analisis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam
perspektif Hukum Islam”. Skripsi Lampung: Fak. Syariah Universitas Islam Negri
Raden Intan Lampung 2017.

Sugiana, Dewi Nur Sinta. “Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Menekan Angka
Golput Pada Pilkada Jember 2020 Perspektif Figh Siyasah Dusturiyah”. Skripsi
Jember: Fak. Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020.

Situs dan Sumber Online:

Penggunaan Hak Pilih Dalam Pemilihan Umum. Situs Resmi Fatwamui.com,
https://fatwaMUl.com/2009/23/01/penggunaan-hak-pilih-dalam-pemilihan-
umum/ (23 November 2024).

Lajnah al-Ifta’. Fatawa al-Shabakah al-Islamiyyah (Qatar: Doha, 2009), h.1.
http://www.islamweb.net (18 November 2024).

Hukum Pemilu, Fatwa-Fatwa Para Ulama. https://muslim.or.id/2014/07/01/-hukum-
pemilu-pilpres-2-fatwa-fatwa-para-ulama.html/ (12 Desember 2024).

850 | Andi Ramadan Dani, Syandri, Sulkifli Herman
Analisis Keputusan Ijtima’ Ulama Tentang Penggunaan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum


https://fatwamui.com/2009/23/01/penggunaan-hak-pilih-dalam-pemilihan-umum/
https://fatwamui.com/2009/23/01/penggunaan-hak-pilih-dalam-pemilihan-umum/
http://www.islamweb.net/
https://muslim.or.id/2014/07/01/-hukum-pemilu-pilpres-2-fatwa-fatwa-para-ulama.html/
https://muslim.or.id/2014/07/01/-hukum-pemilu-pilpres-2-fatwa-fatwa-para-ulama.html/

